
BAB V 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian terkait 

pengaruh investasi trading forex online dalam perspektif hukum pidana 

dihubungkan dengan undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang perdagangan 

berjangka komoditi perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Adanya regulasi diantaranya Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang 

perdagangan berjangka komoditi perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 

tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, diatur juga dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di 

Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi serta 

diatur juga dalam peraturan Bappebti belum mampu menjawab terkait 

permasalahan praktek trading forex. Banyaknya kerugian yang dialami oleh 

nasabah dalam forex dengan alasan pialang berjangka melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan ataupun pialang berjangka cidera janji 

(wanprestasi) memberikan gambaran bahwa regulasi tersebut tidak berjalan 

sebagai mana mestinya. Menyikapi hal tersebut maka diperlukan adanya 

penerapan pelaksanaan yang harus dipatuhi dalam Pasal 49 ayat 1a Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 oleh investor dimana 



Investor tidak diperbolehkan memberikan atau memberitahukan kode akses 

transaksi investor (personal acces password) atas rekeningnya kepada pialang 

atau wakil pialang. Investor juga tidak diperbolehkan memintakan pialang atau 

wakil pialang untuk melakukan transaksi pada rekeningnya. Hal sebaliknya 

pialang atau wakil pialang juga dilarang meminta dan menerima kode akses 

transaksi investor dan melakukan transaksi kontrak berjangka untuk rekening 

investor. Namun apabila investor/nasabah tidak dapat melaksanakan 

transaksinya secara langsung maka pihak pialang wajib melaksanakan 

transaksi setelah mendapatkan kuasa untuk mewakili kepentingan 

investor/nasabah. Pihak pialang berjangka sebelum melaksanakan trading 

diperlukan persetujuan atau kuasa yang sering disebut sebagai kontrak amanat 

terlebih dahulu melalui investor atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis. 

Usaha lain yang dapat ditempuh agar menghindari kejahatan trading forex 

maka investor perlu melakukan pelatihan dimana didalamnya terdapat 

pembekalan terkait serta teknik-teknik transaksi, juga harus selalu 

memberitahukan berita-berita rutin yang disampaikan ketika market dibuka 

biasanya pada pagi hari, serta menyampaikan analisis fundamental dan teknikal 

oleh wakil pialang berjangka ataupun broker yang menangani investor 

tersebut. Hal tersebut ditujukan agar investor memahami mengenai pergerakan 

nilai mata uang.  

2. Perlindungan hukum terhadap nasabah telah tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) 

ada kaitannya juga dengan pasal (2) dan (3) diatur lebih lanjut di pasal 73D dia 

ayat yang ke (4), pasal ini menyatakan bahwa “Setiap pihak yang melakukan 



transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak 

derivatif lainnya .Namun, dalam realitanya penerapan tersebut belum mampu 

teralisasi dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 

lingkup perdagangan berjangka dianataranya adalah adanya perusahaan-

perusahaan ilegal yang beroperasi, pelaksanaan perjanjian kontrak atau amanat 

serta transaksi yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, 

pelanggaran (wanprestasi) oleh pialang berjangka hingga munculnya unsur 

tindak pidana dalam aktivitas perdagangan berjangka. Perlindungan pidana 

yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 memberikan 

penekanan pada ini diancam dengan pidana 5 (lima) sampai dengan 10 

(sepuluh) tahun, serta denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) sampai 

dengan Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh miliar). 

2. SARAN 

1. Penguatan penerapan mengenai trading forex perlu diperhatikan mengingat 

investasi perdagangan berjangka komoditi sebagai satu bentuk 

perkembangan ekonomi berkelanjutan. Ketika terjadi kekosongan hukum 

yang tidak mampu mengatasi segala permasalahan-permasalahan terkait 

trading forex yang merugikan investor maka pembangunan perekonomian 

tidak akan berjalan dengan baik. 

2. Agar terpenuhinya penerapan perlindungan hukum yang maksimal terhadap 

masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan 

bagi korban tindakan penyimpangan Prosedur Operasional Standar dan 

Ketentuan. Teknis Prilaku  Pialang Berjangka maka perlu adanya ketegasan 



BAPPEBTI dalam pengenaan sanksi yang berorientasi membangun efek 

jera terhadap pelaku pelanggaran baik yang bersifat administratif  maupun 

secara pidana. 

3. Aga terpenuhi perlindungan kepada masyarakat luas dalam memilih trading 

forex online agar baiknya selalu mengikuti informasi dari media online 

BAPPEBTI dimana semua sumber informasi yang tertulis bisa menjadi 

referensi masyarakat dalam menemukan ciri-ciri investasi legal. 
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